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GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR Q£ TAHUN 2023

TENTANG 

BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 
UNTUK PEMERINTAH PROVINS! DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 

PERIODE PENERIMAAN BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN 

Menimbang 

Mengingat: 

BULAN DESEMBER 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas 
penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, 
dan Kota, perlu dilakukan bagi hasil dana penerimaan 
pajak bahan bakar kendaraan bermotor Pemerintah Provinsi 
kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil 
Pemerintah Provinsi dan masing-masing Pemerintah 
Kabupaten/Kota; 

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan, menentukan pajak bahan bakar
kendaraan bermotor merupakan Pajak Provinsi dan
penerimaannya dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubemur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan
Bulan Desember 2022;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5
Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2011 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);

13. Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor O 17
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubemur
Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan
Nomor O 17 Tahun 2015 ten tang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5
Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2017 Nomor 7);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087
Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2022 Nomor 87);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMMN 
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK 
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 
PERIODE PENERIMMN BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN 
BULAN DESEMBER 2022. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Selatan.

3. 

4. 

5. 

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Selatan.
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6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Kalimantan Selatan.

7. Bupati/Wali kota adalah Bupati/Wali kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rak.yat.

11. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah
semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakaq. untuk Kendaraan
Bermotor dan Alat Berat.

12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB
adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan Alat
Berat.

13. Dana Bagi Hasil adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan
berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan kinerja tertentu yang dibagikan kepada
Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fi.skal
antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil
dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan / atau meningkatkan
pemerataan dalam satu wilayah.

BAB II 

HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 

YANG DIBAGI 

Pasal 2 

( 1) Hasil penerimaan PBB-KB merupakan Dana Bagi Hasil, yang dibagikan
kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
pembagian persentase 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Provinsi
dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.

(2) Hasil penerimaan PBB-KB merupakan Dana Bagi Hasil, yang dibagikan
kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), untuk periode bulan Oktober sampai dengan bulan
Desember 2022 sebesar Rp604.239.318.922,55 (enam ratus empat milyar
dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan
ratus dua puluh dua rupiah lima puluh lima sen), dengan alokasi sebagai
berikut:
a. Pemerintah Provinsi sebesar 30% x Rp604.239.318.922,55 =

Rp 181.271.795.676,77 (seratus delapan puluh satu milyar dua ratus
tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus 
tujuh puluh enam rupiah tujuh puluh tujuh sen); dan 

------_,·, 
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b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% x Rp604.239.318.922,55 =
Rp 422.967.523.245,78 (empat ratus dua puluh dua milyar sembilan
ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus
em pat puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen).

BAB III 

POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN, DAN PENATAUSAHAANNYA 

Bagian Kesatu 
Pola Pembagian 

Pasal 3 

(1) Alokasi dana penerimaan PBB-KB yang menjadi bagian Pemerintah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b,
diatur dan ditetapkan dengan pembobotan sebagai berikut:

a. dibagi rata untuk semua Kabupaten/Kota sebagai aspek pemerataan; dan

b. dibagi berdasarkan potensi sebagai berikut:

1) panjang jalan; dan

2) pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor.

(2) Pembagian Dana Bagi Hasil penerimaan PBB-KB untuk masing-masing
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk periode penerimaan bulan Oktober
sampai dengan bulan Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Kedua 
Tata Cara Penyaluran 

Pasal 4 

(1) Gubernur melalui Badan akan mentransfer Dana Bagi Hasil penerimaan
PBB-KB bagi Kabupaten/Kota ke rekening kas umum Daerah
Kabupaten/Kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur ini.

(2) Transfer Dana Bagi Hasil PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diterima Pemerintah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya sebelum triwulan
berikutnya.

Bagian Ketiga 
Penatausahaan 

Pasal 5 

(1) Penerimaan Dana Bagi Hasil PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1), harus dicantumkan dalam APBD masing-masing
kabupaten/kota.

(2) Pencantuman penerimaan Dana Bagi Hasil PBB-KB dalam APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diletakkan pada pos bagi hasil pajak
Kabupaten/Kota.
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BAB IV 

PENGGUNAAN 

Pasal 6 

Tata cara penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil PBB-KB yang diterima 
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dan ditetapkan oleh masing-masing 
Bupati/Wali kota. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal  1 Februari 2023

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanggal  1 Februari 2023

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 

TAHUN 2023 NOMOR 



NO KAB/KOTA 

(1) (21 

1 BATOLA 

2 BANJARMASIN 

3 BANJARBARU 

4 BANJAR 

5 TAPIN 

6 H S S

7 H S T

8 BALANGAN 

9 TABALONG 

10 HSU 

11 TANAH LAUT 

12 TANAH BUMBU 

13 KOTABARU 

JUMLAH 

LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
NOMOR 06 TAHUN 2023 
TENTANG 
BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK 
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN 
BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2022 

DAFTAR BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 
PERIODE BULAN OKTOBER SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2022 

50% DIBAGI RATA 50% DIBAGJ BERDASAR POTENSI 
JUMLAH PEMBAGIAN 

25% BERDASARKAN PANJANG JALAN KAB / KOTA 25% BERDASARKAN PEMAKAIAN BBKB MASING-MASING 

ALOKASJ PER KAB/KOTA KAB/KOTA 

(Rp) PANJANG 
PERSENTASI ALOKASI PER KAB/KOTA PEMAKAIAN PERSENTASI ALOKASI PER KAB/KOTA 

(3+6+9) 

JALAN (Rp) 

(Km} 
(%) (Rp) ( Liter) (%) (Rp) 

(31 (41 (5) (61 (71 (81 (91 (10•3+6+9} 

16,267,981,663.30 628.13 5.47 5,784,080,880.39 12,105,293.00 1.52 1,607,276,588.33 23,659,339,132.02 

16,267,981,663.30 790.13 6.88 7,275,041,399.83 103,798,621.00 13.03 13,778,167,069.73 37,321,190,132.86 

16,267,981,663.30 555.28 4.84 5,117,907,031.27 36,937,145.00 4.64 4,906,423,269.65 26,292,311,964.23 

16,267,981,663.30 781.39 6.81 7,201,022,083.26 38,505,568.00 4.83 5,107,332,843.19 28,576,336,589.75 

16,267,981,663.30 617.15 5.37 5,678,338,999.57 80,998,524.00 10.17 10,753,949,278.52 32,700,269,941.40 

16,267,981,663.30 859.36 7.49 7,920,066,872.78 22,261,781.00 2.79 2,950,198,474.64 27,138,247,010.72 

16,267,981,663.30 725.33 6.32 6,682,886,867.28 11,234,000.00 1.41 1,490,960,519.44 24,441,829,050.02 

16,267,981,663.30 672.25 5.86 6,196,474,215.55 4,598,000.00 0.58 613,302,908.71 23,077,758,787.56 

16,267,981,663.30 904.13 7.88 8,332,460,207.94 163,366,660.00 20.50 21,677,085,566.35 46,277,527,437.59 

16,267,981,663.30 328.82 2.86 3,024,217,791.21 6,954,150.00 0.87 919,954,363.06 20,212,153,817.57 

16,267,981,663.30 1,826.63 15.91 16,823,533,237.10 57,513,732.00 7.22 7,634,563,794.59 40,726,078,694.99 

16,267,981,663.30 1,586.12 13.81 14,602,953,740.06 155,188,771.00 19.48 20,598,518,382.07 51,469,453,785.43 

16,267,981,663.30 1,205.57 10.50 11,102,897,485.20 103,245,185.00 12.96 13,704,147,753.16 41,075,026,901.66 

211,483,761,622.89 11,480.29 100.00 105,741,880,811.45 796,707,430.00 100.00 105,741,880,811.45 422,967,523,245.79 
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